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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Realisasi dari pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan 

tindak pidana di Kejaksaan Negeri Makassar dilakukan dengan 

musyawarah untuk mencapai kesepakatan diversi. Dimana musyawarah 

yang dilakukan bisa saja menimbulkan kesepakatan negosiasi antar 

pihak. Diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan 

restoratif. Diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai 

fasilitator. 

Diversi dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dari anak 

yang melakukan tindak pidana karena tingkah laku dari seorang anak 

dapat dipengaruhi dari lingkungan sekitarnya. Pihak-pihak yang 

dihadirkan saat diversi pun melibatkan masyarakat yang berada pada 

sekitar anak yang melakukan tindak pidana karena pihak-pihak tersebut 

juga mengetahui tingkah laku dan keseharian dari anak yang melakukan 

tindak pidana tersebut. 

B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepada pihak Kejaksaan sebaiknya melakukan pengawasan 

terhadap para pihak untuk mengetahui apakah benar 

kesepakatan diversi yang dicapai terlaksana. 
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2. Pihak Kejaksaan sebaiknya menjelaskan lebih rinci dan detail 

kepada anak yang melakukan tindak pidana mengenai tahap-

tahap, proses, dan tujuan dari diversi. 

3. Kepada orang/wali dari anak yang melakukan tindak pidana 

sebaiknya lebih memperhatikan anak serta memberikan 

perhatian yang cukup terhadap anak agar anak tidak melakukan 

kembali tindak pidana. 
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